
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 30 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 156B ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja maka Gubernur dapat memberikan insentif 

fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 

penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya; 

b. bahwa kendaraan umum angkutan barang sebagai 

transportasi pendukung kegiatan perekonomian 

masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan usaha industri untuk itu perlu diberikan 

kemudahan dalam bentuk kebijakan fiskal di daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Tahun 2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Ta.bun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta.bun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Ta.bun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Ta.bun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Ta.bun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 

Ta.bun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Ta.bun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Ta.bun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Ta.bun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta.bun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Ta.bun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta.bun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2016 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta.bun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2021 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6622); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan JaJan 

(Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2021 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6642); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 

tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1852); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan 

Kendaran bermotor di Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 

2021 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 9); 

17. Pera.tu ran Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Sela.tan Tahun 2017 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Sela.tan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel 

Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Sumatera Sela.tan (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumsel Tahun 2020 Nomor 3); 

k 
t 



Menetapkan 

- 4 -

19. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2011 ten tang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahu n 2012 Nomor 11) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Serita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 No1nor 50); 

20. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 

21. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana 

Teknis Badan di Lingkungan Sadan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 

21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan 

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sadan di Lingkungan Sadan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Serita 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16); 

22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Sermotor dan Bea Balik Nama Kenda.raan Bermotor Tahun 

2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUSERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG 

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 

SERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

SERMOTOR TAHUN 2021. 
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Pasal I 

Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dalam Peraturan Gubemur Nomor 

9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dbnaksud 

dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), 

dan Pasal 11 ayat (3) dengan memperhatikan tingkat 

pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi Covid-19 upah 

minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi 

menghambat investasi. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan untuk mendapatkan 

insentif bagi kendaraan umum angkutan barang, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat 

(4), yaitu : 

a. kepemilikan kendaraan berbadan hukum; 

b. warna TNKB kuning; 

c. memiliki minimal salah satu Kode Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KELI) pada Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

l .  Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431) 

2. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan 

Ekspedisi Angkutan Darat (52292) 

3. Aktivitas Kurir (53201) 

4. Aktivitas Agen Kurir (53202) 

5. Pos Universal (53101) 

d. memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk 

Penerbitan TNKB Umum; 

e. jenis tipe kendaraan umum angkutan barang yang 

dapat diberikan insentif berdasarkan dokumen yang 

dikeluarkan oleh instansi ben.,enang: 

1. Ack Up: 

a) Ack Up Box; 

b) Ack Up Blind Van; 

c) Pick Up Delvan; 

d) Ack Up Bak Kayu; 

e) Ack Up Load Bak. 



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TABUN 2021 NOMOR 30

t S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 :teae;aber 2021

I, Pj. SEKRETARIS DAERAH~r PROVINSI SUMATERA SELATAN;tY

I. ~H. HERMAN DERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 :telleJ)l.ber 202 1

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ~

f

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

memerintahkan
ini denganGubernurPeraturan

orang mengetahuinya,Agar setiap
pengundangan

Pasal Il

Peraturan Gubernur inl mulai berlaku setelah 15 (lima belasl
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

2. Blind Van;
3. Delvan;
4. Light Truck

a) Light Truck BoX;
b) Light Truck Deluan;
c) Light Truck Bak Kayu;
d) Light Truck Load Bak;
e) Light Truck Dump.

5. Truck dan Tronton;
a) Truck/Trenton Box;
b) Truck/Tronton De/van;
c) Truck/Tronton Bak Kayu;
d} Truck/Tronton Load Bak;
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